

















dilaksanakan sesuaiprosedurpengadaannya.Kepala Desa TanjungoriKecamatan Tambak
Kabupaten Gresik dalam kasus yang telah diputus dengan Putusan Nomor239/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sbymelakukanpelanggaranprosedurpengadaanbarang/jasadidesa.Tujuan
Penelitian untuk mengetahuipelanggaran prosedurpengadaan barang/jasa didesa yang
dilakukankepaladesadanuntukmengetahuiPutusanPengadilansudahtepatsertamemenuhi
unsurkeadilan.Penelitian inimerupakan penelitian yuridisnormatif.dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan,pendekatan konsep dan pendekatan kasus.Jenis bahan





































kabupaten dan kota (Nyimas Latifah,2016:6).
Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya





Equity,mendorong tumbuhnya kebersamaan dan
kemerataan nilai dan kesejahteraan; c)
Empowerment, menaruh kepercayaan kepada
masyarakatuntukmembangundirinyasendirisesuai
dengan kemampuan yang ada padanya.
Kepercayaandalam bentukkesempatanyangsama,
kebebasan memilih dan kekuasaan dalam




menguntungkan dan saling menghormati.(Budi
Suryadi,2006:27)
Pembangunan memiliki tiga sasaran
pembangunanyaknipengangguran,kemiskinan,dan
ketimpangan (Hudiyanto, 2005:574).
Ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di
Indonesiaantarakawasanperkotaandanperdesaan
memiliki kesenjangan yang tinggi sehingga
pembangunan pedesaan menjadijauh tertinggal
dibanding perkotaan.Akibatdaritidakmeratanya
pembangunan tersebut fokus perhatian





















dariBadan Permusyawaratan Desa (selanjutnya
disingkatBPD).Pasal55 UU Desa menyatakan
bahwaBPDmemilikitigafungsidiantaranyaadalah
MembahasdanmenyepakatiRancanganPeraturan
Desa bersama Kepala Desa,Menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
MelakukanpengawasankinerjaKepalaDesa.dana
desayangbersumberdariAPBN jumlahnyacukup





pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah
RepublikIndonesiaNomor43Tahun2014Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6
Tahun2014TentangDesa(SelanjutnyadisingkatPP
43/2014)dalam melaksanakantugas,kewenangan,
hak,dan kewajibannya,kepala Desa wajib:a)
Menyampaikan laporan penyelenggaraan
PemerintahanDesapadaakhirmasajabatankepada
bupati/walikota; b) Menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun anggaran kepada bupati/walikota; c)
Menyampaikan laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
kepadaBadanPermusyawaratanDesasetiapakhir
tahunanggaran.
Pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk
pengadaan barang/jasa yang diberikan oleh
pemerintah khususnya di Desa Tanjungori
Kabupaten Gresik ditahun anggaran 2015-2016
terdapat penyimpangan dalam pelaksanaa-nya.
Penyimpanganpelaksanaanpengadaanbarang/jasa
diDesaTanjunggoriKecamatanTambakKabupaten
Gresik ditemukan oleh Inspektorat Pemerintah
Kabupaten Gresik sebagaimana surat Nomor:
X.700.04/786/437.72/2017 melalui pemeriksaan
khusus. Pemeriksaan khusus dengan nomor:
X.700.04/786/437.72/2017 menghasilkan selisih
penggunaan anggaran dari Surat
PertanggungjawabandenganRilnnyadilapangan.
Tindakan penyimpangan dalam pengadaan
barang/jasa desa yangdananya bersumber dari
APBdes tersebut dilakukan oleh Kepala Desa
Tanjungori. Kelanjutan dari pemeriksaan yang
dilakukanolehInspektoratKabupatenGresikkepada
kegiatan pengadaan barang/jasa Desa Tanjungori



















puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp200.000.000,00(duaratusjutarupiah)danpaling
banyakRp1.000.000.000,00(satumilyarrupiah);2)








pokoknya menjatuhkan hukuman kepada Kepala
Desa Tanjungori dengan hukuman satu tahun
penjara,dendaRp.50.000.000(limapuluhjutarupiah)









Tanjungori. Prosedur pengadaan tersebut pada
prinsip-nya dapatdilakukan oleh pejabat-pejabat
pengadaan yang diaturdalam Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 114 tahun 2014 tentang
PedomanPembangunanDesa.




dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sby sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bidang pengadaan
barang/jasa diKabupaten Gresik dan memenuhi
unsurkeadilan?






sudah tepatdan memenuhirasa keadilan bagi
masyarakat.Kajianteoritikyangdigunakandalam








atau doctrinal.Penelitian hukum doktrinaladalah
penelitian berbasis kepustakaan yang fokusnya
adalah analisisbahan kum primerdan sekunder.
(DyahOchtarinaSusantidanAanEfendi,2014:11)
metode penelitian hukum normatifadalah suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan darisisi




sebuah proses untuk menemukan aturan hukum,








Jenis bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah data sekunder
(secondarydata)yaituBahanhukum primeradalah











Teknik pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka
terhadap bahan-bahan hukum,baikbahan hukum
primer,bahanhukum sekunder,maupunbahannon
hukum.Teknikanalisis bahan hukum merupakan
kegiatandalam penelitianyangmengkajiatautelaah
terhadap hasilpengolahan bahan hukum yang
dibantu dengan teori yang telah didapatkan
sebelumnya.Bahanhukum yangdiperolehkemudian
diolah dan dianalisis menggunakan metode
preskriptif. Penelitian menggunakan metode
preskriptifbertujuanuntukmemberikangambaran
atau merumuskan masalah sesuai dengan
keadaan/fakta yang ada. Penggunaan metode
preskriptifdalam penelitianinidimaksudkanuntuk
memberikanargumentasiatashasilpenelitianyang




Desa Dalam Putusan Nomor 239/PID.SUS-
TPK/2017/PN.SBY Yang Dilakukan Oleh Kepala
DesaTanjungori
PutusanMKNomorNo46/PUU-XIV/2016adalah
putusan yang dijatuhkan oleh MK dalam perkara
pengajuanpermohonanpengujianUUterhadapUUD
1945olehPemohondalam haliniWargaNegara




Terdakwa Jumali sebagai Kepala Desa
TanjungoriKecamatan TambakKabupaten Gresik
diputus bersalah dan dijatuhihukuman pidana
penjaraselama1(satu)tahunsertadendasejumlah
Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar









Hukuman satu tahun penjara (dikurangimasa
penahanan), denda Rp 50.000.000 dan
mengembalikanuangyangtelahdikorupsisejumlah
Rp.239.396.815,00 menurut penulis kurng
memberikan efek jera bagipelaku tindak pidana
korupsi.Hukumanpenjaradandendayangputuskan
oleh Hakim dalam Putusan Nomor239/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sby adalah hukuman penjara dan
denda minimalyang terdapatdalam Pasal3 UU
Tipikor (dakwaan subsidair).Hukuman tersebut
terbilang lebih ringan jika dibandingkan dengan
kasusserupa(dengandakwaandanpolakasusyang
sama) dalam Putusan Nomor
66/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang menghukum
terdakwadenganPidana4TahunPenjara,DendaRp
50.000.000 dan mengembalikan seluruh kerugian








Peraturan BupatiGresik Nomor18 Tahun 2016
Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa DiDesa (disebutPerbub 18/2016).
Kepaladesamemilikitugasdanwewenangpokok
yang dinyatakan dalam Pasal8 Perbub 18/2016
yaitu untuk “menyusun perencanaan umum
pengadaanbarang/jasasesuaidengankebutuhan”.
Berdasarkan atas Pasal 8 Perbub 18/2016
tersebutmaka Kepala Desa Tanjungorimemiliki
TugasdanwewenanguntukmembentukPelaksana
TeknisKeegiatan(PTK)yangakanmelaksanakan
kegiatan pengadaan barang dan jasa diDesa
tanjungori.HasilpenelitianmenunjukanbahwaPTK
Desa tanjungori tahun anggaran 2016 yang
sebelumnya telah disusun oleh Kepala Desa
Tanjungoritidak difungsikan.PTK yang disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa
TanjungoriNomor4Tahun2016tanggal12Februari
2016tentangPenetapanPelaksanaTeknisKegiatan
(PTK) tersebut tidak menjalankan tugas
sebagaimana mestinya karena pelaksanaan
kegiatan dalam tahun anggaran 2016 diDesa
TanjungoridilaksanakanolehKepalaDesasendiri.




dilakukan oleh terdakwa Jumalitersebut,negara
mengalamikerugiansebesarRp.239.396.815yang
telahdirincikandalam hasilpemerikasaankhusus
perhitungan selisih pengelolaan keuangan Desa
Tahun2016diDesaTanjungoriKecamatanTambak
Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Pemerintah
Kabupaten Gresik sebagaimana surat Nomor:
X.700.04/786/437.72/2017 tanggal04 September





Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.Putusan
Nomor239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sbyinimenurut
penulis kurang memberikan rasa keadilan dan
kemanfaatanterhadapmasyakat,khususnyapada
korban pengadaan barang/jasa. Selain keadilan
terhadapmasyarakatdesayangmenjadikorbandari
tindakan korupsitersebut,hukuman ringan untuk
korupsikhususnya pada pengadaan barang/jasa








Jumalitetap melakukan perbuatan yang dilarang
tersebut.Pertimbangan hakim tersebutmenurut
penulis sudahlah tepatmengingatbahwa subjek
hukum yangmelakukanperbuatanmelawanhukum
telah mengetahuidan menghendaki(weten en
wilen).Pertimbanganhakim tersebut,dalam halini






terdapat pelanggaran prosedur pengadaan
barang/jasadiDesaTanjungoriBerdasarkanPasal7
ayat(6)Perbub 18/2016 dimanaPerangkatdesa
yang memilikijabatan sebagaiPelaksana Teknis










4) khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan
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gambar rencana kerja sederhana/sketsa; 5)
melakukan pemilihan dan menetapkan Penyedia
Barang/Jasa; 6) membuat rancangan Surat
Perjanjian;7)menandatanganiSuratPerjanjian;8)
menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan
barang/jasa; 9) melaporkan proses pemilihan
penyedia barang/jasa kepada kepala desa;10)
memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegitan; 11) menyetujui bukti pembelian; 12)
melaksanakankontrakdenganpenyediabarang/jasa;
13) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada
kepala desa setiap bulan; 14) mengusulkan
pembentukan tim teknis;15)menyerahkan hasil
pengadaanbarang/jasakepadakepaladesadengan
disertaiBeritaAcaraSerahTerimaHasilPekerjaan
Berdasarkan ketentuan tersebut maka PTK
memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk
merencanakan, melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan pelaksana-an
pengadaan barang/jasa desa. Namun, dalam
putusan Nomor 239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby





Desa TanjungoriKecamatan Tambak Kabupaten
Gresiktahun anggaran 2016 dilaksanakan sendiri
oleh Terdakwa Jumali tanpa melibatkan PTK.
Tindakan Terdakwa Jumaliyang melaksanakan






terdakwa Jumali, dalam Putusan Nomor
239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby juga terdapat
pelanggaran-pelanggaran prosedur pengadaan
barang/jasa didesa yang sifatsanksinya adalah
administratif.Dikarenakan terdakwa jumalitelah
melakukan tindak pidana korupsi dalam
pelaksanaanAPBDesDesaTanjungori,Kecamatan
Tambak,KabupatenGresikTahunAnggaran2016,
maka sanksi administratif yang menyertai
pelanggaran prosedurpengadaan tersebutgugur
dan digantikan dengan sanksipidana yang telah
dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana
KorupsiSurabaya.
Dariproses pelanggaran prosedurpengadaan





anggaran sehingga terjadi kesalahan pada
administrasidan penggunaannya. Kedua,unsur
kesengajaan yaitu dengan menyiasati dan
melakukan mark up dan pemalsuan dokumen
dengan membuat laporan secara fiktif. Kasus
penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa
TanjungoriKecamatanTambakKabupatenGresikini
menurut pendapat penulis disebabkan karena
lemahnya peranan pengawas dan kurangnya
kesadaranhukum dariparapelaksanapengadaan
barangdanjasatersebut.
Pada Putusan Nomor 239/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sby.melihatfaktapersidanganyang
dikemukakandalam putusan,BPDseharusnyatelah
mengetahui bahwa Kepala Desa Jumali telah
melakukan pelanggaran Prosedur Pengadaan








teguran secara lisan atau tertulis kepada kepala
desadengandasarhukum Pasal26ayat(4)huruff
joPasal28ayat(1)UUDesa.Selainteguranlisan
atau tertulis,BPD juga dapatmelaporkan kecal
centerKemendesaPDTT1500040.
Dalam mekanisme persetujuan APBDessudah
diketahui bahwa BPD sebagai lembaga
kemasyarakatan desa tidak diundang untuk







yang telah dijelaskan sebelumnya juga dapat
dipahamibahwadugaantindakpidanakorupsidari
olehKepalaDesaTanjungoriditemukanberdasarkan
Hasil pemerikasaan khusus perhitungan selisih
pengelolaankeuanganDesaTahun2016 diDesa
TanjungoriKecamatan TambakKabupaten Gresik
oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik
sebagaimana suratNomor:X.700.04/786/437.72/
2017tanggal04September2017danpemeriksaan
fisik yang dilakukan oleh InspektoratKabupaten
Gresiktanggal22Agustus2017.
BPD Tanjungorisebagaiperwakilanmasyarakat
Desa Tanjungori seharusnya dapat mengambil
langkahpelaporan.Masyarakat(yangdiwakilioleh
BPD)dapatmembuatpelaporan atau pengaduan
kepada kepada Pemerintah Supra Desa
(Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta
perkiraannilaikerugianyangdiselewengkan.Dalam
pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu
disertaidenganpenjelasankonkritmengenaiobyek





BPD Tanjungori dapat menyampaikan dugaan
penyelewengan dana desa kepada Pemerintah
Kabupaten Gresik (BupatiGresik).Selain Bupati
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Gresik,BPDjugadapatmengirimkanlaporankepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
membidangi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah
KabupatenGresik.Tindakanmelawanhukum Kepala
Desa Tanjungoridengan melakukan pemalsuan
tanda tangan dan pelanggaran prosedur
musyawarahdesamenurutpenulistelahcukupkuat
untuk dijadikan bukti dugaan Kepala Desa
Tanjungoritelahmenyalahgunakanwewenang.
BPD Tanjungori harus lebih aktif dalam
melakukan pengawasan dan pembuatan laporan
dalam halmengawasidan mengevaluiasikinerja
kepala desa.Dengan pengawasan dan pelaporan
yangtepatsebelum terjadinyatindakpidanakorupsi,
maka kasus seperti pada putusan Nomor
239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sbybisadicegah untuk
meminimalisirkerugian negara dalam pengadaan
barang/jasa yang dilakukan didesa.Peraturan-
peraturan dan prosedur-prosedur pengadaan
barang/jasadesajugaharusdipahamisecarabaik
oleh anggota BPD sehingga dapat mengambil












prosedurpengadaan barang/jasa yang dilakukan
olehKepalaDesaTanjungoritersebutadalahPasal
26 huruf c UU Desa yaitu menyalahgunakan
wewenang. Penyalahgunaan we-wenang yang
dilakukanolehKepalaDesaTanjungoridalam kasus
inidilakuan dengan “perbuatan melawan hukum”
dan “mengakibatkan timbulnya kerugian negara”,
sehinggapelanggaranprosedurdalam pengadaan
barang/jasa diDesa Tanjungoritahun anggaran
2016memilikiakibathukum pidana.
Perbuatan Kepala Desa Tanjungori tersebut
dikategorikansebagaitindakpidanakorupsikarena
pelanggaranprosedurpengadaanbarang/jasadesa
dilakukan dengan unsur menyalahgunakan
wewenang, perbuatan melawan hukum, dan
mengakibatkan timbulnya kerugian negara.
PernyataantersebuttelahsesuaidenganPasal3
Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor
20 Tahun2001 tentang PerubahanAtasUndang-




dirisendiriatau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau





atau denda paling sedikitRp50 juta dan paling
banyakRp1Milyar”
Akibathukum ataspelanggaranprosedurdalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa
TanjungoriolehKepalaDesatahunanggaran2016
adalah akibathukum Pidana,dikarenakan telah
mngakibatkan kerugian keuangan negara dengan
penyalahgunaanwewenangdanperbuatanmelawan
hukum.
Hukuman satu tahun penjara (dikurangimasa
penahanan), denda Rp 50.000.000 dan
mengembalikanuangyangtelahdikorupsisejumlah
Rp.239.396.815,00 menurut penulis kurang
memberikan efek jera bagipelaku tindak pidana
korupsi.Hukumanpenjaradandendayangputuskan
oleh Hakim dalam Putusan Nomor239/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sbyadalahhukumanpenjaraminimal
dandendaminimalyangterdapatdalam Pasal3UU
Tipikor(dakwaan subsidair).Pasal3 UU Tipikor
menyatakan bahwa,“Setiap orang yang dengan
tujuanmenguntungkandirisendiriatauoranglain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan,kesempatan,atau sarana yang ada
padanyakarenajabatanataukedudukanatausarana
yangadapadanyakarenajabatanataukedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau




(lima puluh juta rupiah)dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00(satumiliarrupiah)”.
Putusan Nomor239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
oleh hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Surabaya seharusnya mempertimbangkan
perbuatankorupsiterdakwaJumaliyangdilakukan
secara “berkelanjutan”dalam beberapa kegiatan








untuk mengakhiri keadaan terlarang yang
diciptakannya,sehinggaperbuatantersebutmenjadi
sempurna (voltoid), maka dalam perbuatan
Terdakwa tersebutterdapatkesalahan Terdakwa,
yang kepadanya dapat dimintakan
pertanggungjawabanpidana.
Sanksipidanadandendayangdiberikankepada
Terdakwa Jumalilebih ringan jika dibandingkan
dengan kasus serupa (korupsi pengadaan
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Kabupaten Psuruan. Hakim pengadilan tipikor
Surabayamenghukum terdakwadenganPidana3
Tahun 3 bulan Penjara,Denda Rp 50.000.000
dengan subsidair 3 bulan penjara dan
mengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar
Rp.217.195.700,akibattindakpidanakorupsiyang
bersangkutan;Kedua,PutusanNomor13/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Bjm,kasus tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh kepala desa Bramban,









Serdang yang melakukan tindak pidana korupsi
denga hukuman penjara selama 3 tahun dengan
dendasebesarRp50.000.000dengansubsidair3
bulan kurungan dan mengembalikan kerugian
negarasebesarRp24.667.153.
Dibandingkan dengan ketiga putusan tersebut
yangmanamemilikipolakasusdandakwaanPasal
yang sama,hukuman yang diterima oleh Kepala




berat daripada yang diputuskan, mengingat
terdakwajumaliterlah beberapa kalimemalsukan
dokumen berupa berita acara musyawarah dan
kwitansipembayaran.Terdakwajumalijugatelah
memalsukantandatangandaripejawatberwenang
yang lain yaitu bendahara desa yang dapat
dikategorikandalam pemalsuandokumennegara.
Hukuman tersebutterbilang lebih ringan jika
dibandingkan dengan kasus serupa (dengan
dakwaandanpolakasusyangsama)dalam Putusan
Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang







Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.Putusan
Nomor239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sbyinimenurut
penulis kurang memberikan rasa keadilan dan
kemanfaatanterhadapmasyakat,khususnyapada
korban pengadaan barang/jasa. Selain keadilan
terhadapmasyarakatdesayangmenjadikorbandari
tindakan korupsitersebut,hukuman ringan untuk
korupsikhususnya pada pengadaan barang/jasa








Jumalitetap melakukan perbuatan yang dilarang
tersebut.Pertimbangan hakim tersebutmenurut
penulis sudahlah tepatmengingatbahwa subjek
hukum yangmelakukanperbuatanmelawanhukum
telah mengetahuidan menghendaki(weten en
wilen).Pertimbanganhakim tersebut,dalam halini





dan direncanakan dalam kurun waktu sekitar10






dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sby. Hakim dapat memberikan
hukuman3sampai4tahunpenjarabagiterdakwa
tindakpidanakorupsidanadesa,karenadanadesa
digunakan untuk kesejahteraan masyarakatdesa
yang memang desa tersebut benar-benar
membutuhkanpembangunan.Tindakankorupsiini
tidakhanyamenghambatpembangunandesadan
merugikan keuangan negara, namun juga
menghambatkesejahteraanmasyarakatdesayang
sebenarnyaadalahhaksetiapwargadesa.
Pengenaan denda pidana yang rendah tidak
sesuaidengantujuanpenjeraanterhadapkoruptor.
SelainpidanapokokberupapidanapenjaraPasal10
ayat(4)KUHP mengaturtentang pidana denda.
Dalam konteks penjeraan, kombinasi antara
hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk
menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya
sehingga timbul efek jera. Putusan Nomor
239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. menurut penulis
kurangmemberikanefekjerakepadakoruptorjika
dilihat dari pengenaan denda minimal yaitu
Rp50.000.000. Pengenaan denda minimal yang
dapat diganti dengan pidana kurungan,masih





dengan ketiga putusan serupa yang telah
dikemukakansebelumnya.Disparitasputusanhakim
memang masih menjadipersoalan serius.Saat
upaya menghukum kejahatan luarbiasa korupsi
dengan seberat-beratnya terus didorong,lembaga
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peradilanjustrumenimbulkanpersoalandisparitas.
Setidaknya terdapatdua alasan utama mengapa
disparitasputusanmenjadihalyangpentinguntuk
mendapat perhatian serius. Pertama,disparitas
putusan pada akhirnya akan menciderai rasa
keadilanmasyarakat.Disparitasmembuatputusan
pengadilan menjadidiragukan publik. Keraguan
masyarakatinitimbuldisebabkan karena perkara
yang serupa diputus berbeda. Dalam konteks




Dimasa mendatang sebaiknya seluruh jajaran
Pengadilan harus memilikikesamaan pandangan
bahwa korupsiadalah kejahatan luarbiasa dan
hukumanterhadapkoruptorjugaharusluarbiasa
(jera, miskin, malu, dan batasi hak-haknya).
Hukuman inimenurutpenulis harus diwujudkan




koruptor melalui pemberian denda atau uang
pengganti yang tinggi dan sesuai dengan





Melihatdariketentuan Pasal18 UU Tipikor




-TPK/2017/PN.Sby. Setidak-nya efek jera yang
menjaditujuansanksipidanaharusterwujuddan
keadilan bagimasyarakatyang dirugikan dapat
tergantikan jika terdakwa tidak dapat
mengembalikanuangyangdikorupsinya.Hukuman
beratkepada koruptorsebaiknya memang perlu
dipertimbangkanmelihatdampakadanyakeraguan





Pertama, Pelanggaran Prosedur Pengadaan
Barang/ Jasa diDesa dalam Putusan Nomor
239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby dilakukan oleh
Kepala Desa Tanjunggori adalah Pelanggaran
terhadapprosedurpengadaanyangdimuatdalam
Pasal7Ayat(6)Perbub18/2016danPelanggaran












mengembalikan kerugian negara sebesar
Rp.239.396.815.Putusan yang diberikan tersebut
termasuk dalam kategoriputusan yang ringan
karena jika dibandingkan dengan tipologikasus
serupadalam 3putusanyanglainhukumanyang
diberikankepadaJumalilebihrendahdari3Putusan
yang lain.Dalam putusan Nomor 239/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sby tidak terdapat pertimbangan
hakim mengenai pelanggaran yang dilakukan
denganmelanggarPerbub18/2016.Putusanhakim
yang terlalu ringan tersebut tidak dapat
mencerminkan keadilan bagi masyarakat desa
Tanjungori.KeadaaninikarenaterdapatDisparitas
dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sby.
Saran
Pertama,Badan Permusyawaratan Desa harus
lebihtegasdalam melakukanpengawasanterhadap
kinerja kepala desa. Pelaksanaan mekanisme
Wistleblowerdapatmembantumencegahtindakan
kepaladesadalam melakukanperbuatanperbuatan
melawan hukum yang nantinya dapat
mengakibatkan kerugian masyarakat desa.
Pemerintah Kabupaten Gresik dapatmemberikan
penyuluhan atau pendidikan mengenai hukum-
hukum pengadaanbarang/jasadidesakepadaBPD.
Penyuluhan dan pendidikan tersebut dapat
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